
  

GUBERNUR GORONTALO 

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 
NOMOR 13 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 
2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN 

PROVINSI GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang :a. 

Mengingat 5. da 

Catatan: 

GUBERNUR GORONTALO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional, telah ditetapkan Peraturan Gubernur 

Gorontalo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di 

Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo, 

bahwa standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam 

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi 

Gorontalo perlu dilakukan perubahan, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Gorontalo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di 

Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo, 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4060), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679), 

  

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. 
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan ARCode yang terdapat pada dokumen ini  



3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322), 

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 57), 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Repubiik indonesia Tahun 2019 

Nomor 157), 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781!)Peraturan 

Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E), 

7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09). 

8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 05, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04): 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN 

PROVINSI GORONTALO. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan 

Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 

Nomor 1) diubah sebagai berikut : 

Catatan: 
  

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." 
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. 
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan ARCode yang terdapat pada dokumen ini  



Catatan: 

1. 

(1) 

(2) 

Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Pasal 6 diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 

Pejabat yang berwenang menyetujui untuk perencanaan 

cnugasan perjalanan dinas luar daerah sebagai berikut: 

Gubernur/Wakil Gubernur untuk usulan perencanaan 

penugasan yang memberangkatkan Pejabat Pimpinan 

Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat 

»
 

Administrator. Pengajuan telaah untuk pejabai-pejabat 

tersebut terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari 

Sekretaris Daerah/Plh Sekretaris Daerah. Dalam hal 

Gubernur tidak berada di tempat, maka pejabat yang 

menyetujui dideiegasikan kepada Wakii Gubernur, 

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk usulan perencanaan 

penugasan yang memberangkatkan Pejabat Fungsional 

Ahli Madya dan Fungsional Ahli Utama, Pejabat Lainnya 

dan Unsur Lainnya. Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Madya 

tidak berada di tempat, maka pejabat yang menyetujui 

adalah Plh. Sekretaris Daerah, 

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten) untuk usulan 

perencanaan penugasan vang memberangkatkan Pejabat 

Fungsional Ahli Pertama, fungsional ahli Muda, fungsional 

pemula, fungsional pelaksana, fungsional pelaksana 

lanjutan, fungsional penyelia, Pejabat Pengawas, Pejabat 

Pelaksana dan Pengikut di lingkungan Pemerintahan 

Provinsi sesuai dengan bidang koordinasi, 

d. Kepala Badan Penghubung untuk usulan perencanaan 

perjalanan dinas bagi Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana 

dan Pengikut. Jika Kepala Badan Penghubung tidak berada 

di tempat/berhaiangan dan penugasan daiam keadaan 

mendesak dan strategis, maka pejabat yang menyetujui 

adalah Plh Kepala Badan Penghubung, 

e. Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten) 

sebagaimana diatur pada huruf c, tidak berada di 

tempat/ berhalangan maka pejabat yang menyetujui adalah 

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Plh. Sekretaris 

Daerah, dan 

f. Pimpinan DPRD untuk usulan perencanaan penugasan 

yang memberangkatkan anggota DPRD. 

Pejabat yang berwenang menyetujui untuk perencanaan 

penugasan perjalanan dinas dalam daerah sebagai berikut: 

a. Gubernur/Wakil Gubernur untuk usulan perencanaan 

penugasan yang memberangkatkan Pejabat Pimpinan 

  

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." 
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. 
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan ARCode yang terdapat pada dokumen ini  



Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dalam hal 

Gubernur tidak berada di tempat, maka pejabat yang 

menyetujui didelegasikan kepada Wakil Gubernur, 

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk usulan perencanaan 

penugasan yang memberangkatkan Pejabat Administrator, 

Pejabat Fungsional Ahli Madya, Pejabat Lainnya dan Unsur 

Lainnya. Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tidak berada 

di tempat, maka pejabat yang menyetujui adalah Plh. 

Sekretaris Daerah, 

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten) untuk usulan 

perencanaan penugasan yang memberangkatkan, Pejabat 

Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Trampil, Pejabat 

Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pengikut di lingkungan 

Pemerintahan Provinsi Gorontalo sesuai dengan bidang 

koordinasi, 

Kepala Badan Penghubung untuk usulan perencanaan 

perjalanan dinas bagi peiahat pengawas, pejabat pelaksana, 

dan pengikut. Jika Kepala Badan Penghubung tidak berada 

di tempat/berhalangan dan penugasan dalam keadaan 

mendesak dan strategis, maka pejabat vang menyetujui 

adalah Plh.Kepala Badan Penghubung, 

Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten) 

sebagaimana diatur pada huruf c tidak berada ditempat 

/berhalangan maka pejabat yang menyetujui adalah 

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Plh.Sekretaris Daerah. 

2. Ketentuan huruf b Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasai 9 

Pejabat yang melakukan verifikasi keberangkatan perjalanan 

dinas sebagai berikut: 

a. 

Catatan: 

kepala biro umum untuk SPPD Gubernur, Wakil Gubernur, 

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat lainnya yang 

pembebanan anggarannya pada DPA-SKPD Sekretariat 

Daerah, 

x TX kenala hacia cepata D Aa 

v usaha pada masing-masing Biro untuk SPPD di lingkungan 

Sekretariat Daerah, 

  

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." 
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. 
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan ARCode yang terdapat pada dokumen ini  



c. sekretaris SKPD untuk Inspektorat, Dinas, Badan dan 

Satuan Polisi Pamong Praja dan pejabat lainnya yang 

pembebanan anggarannya pada DPA-SKPD masing-masing, 

d. kepala bagian administrasi, kesekretariatan, perencanaan 

An x reuangan untuk Sekretariat DPRD dan pejabat lainnya Ki cb 

yang pembebanan anggarannya pada DPA-SKPD Sekretariat 

DPRD, 

e. kepala sub bagian tata usaha untuk Kepala Badan 

Penghubung, dan 

f. verifikasi keberangkatan perjalanan dinas mencakup 

ketersediaan anggaran dan kelengkapan dokumen 

aplikasi SIM-PD yang telah disetujui, Surat Perintah Tugas 

dan Surat Perintah Perjalanan Dinas. 

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 19 

(1) Biaya moda transportasi untuk perjalanan dinas luar daerah 

menggunakan tarif riil dan di wansfer melalui mekanisme 

transaksi non tunai ke rekening biro perjalanan atau penyedia 

jasa moda transportasi. 

(2) Ketentuan penggunaan fasilitas moda transportasi Perjalanan 

Dinas Luar Daerah dengan klasifikasi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini. 

(3) Biaya moda transportasi darat untuk perjalanan dinas dalam 

daerah dari ibu kota provinsi ke ibukota kabupaten/kota dan 

kecamatan dalam satu provinsi untuk satu kali kegiatan 

ditetapkan sebagaimana pada Lampiran VI Peraturan 

Gubernur ini. 

(4) Biaya sewa kendaraan dalam kota sesuai dengan biaya riil 

untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Pejabat Pimpinan Tinggi 

Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak 

keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi 

Madya ditetapkan sebagaimana pada Lampiran VI! Peraturan 

Gubernur ini. 

4. Ketentuan dalam Lampiran VI dan Lampiran VIII, Lampiran IX 

diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Gubernur ini. 

Catatan: 
  

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." 
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. 
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan ARCode yang terdapat pada dokumen ini  



Pasal I! 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 
pada tanggal 14 Maret 2022 
ASUBERNUR GORONTALO, 
  

F" Ditandatangani secara elektronik oleh : 
x1 Gubernur 

Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP 

  

      
Diundangkan di Gorontalo 
pada tanggal 14 Maret 2022 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO, 

c 

DARDA DARABA 

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR .13 

Catatan: 
  

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal S ayat 1 : 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. 
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan ARCode yang terdapat pada dokumen ini 

 



LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 

NOMOR : 13 TAHUN 2022 

TANGGAL : 14 Maret 2022 

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO 

  

TARIF TRANSPOR PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH 

    

    

  
  

           
  

  

      

  

    

    

    

    

          

  

      

    

    

  

    

    

  
    

  

  

  

  

    

    

    

  

  

  

  

              
    

  

  

    

  

  
  

  

            
  

        

NG, KECAMATAN na NO, KECAMATAN Ta NO. KECAMATAN TN 

I KOTA GORONTALO PN PEN 1 11 | KABUPATEN BOALEMO 7 (Kecamatan Bone f MG. 100.000 

| 1 (ke samata ta S Ka Mal ( . 'K natan Tilamuta (Ibukota 1 Kabupater 100, 000 | 8 Kec amatan Suwawa Eolatan ”—— . — “200.000 | 

2. Ke € amatan Kota Timur Oo AY— si (— 2 Kec samatan M Marwnggu “450. 000 9 IKe jatan Suwawa "Tengah | “Tr 300.000 | 

3 Kecamatan Kota Utara Kn Ai (— “3 Kecamatan Botumoito Nan 150. 000 to IK Ke c matan Kabila Bk ne — "PF 300.000 | 

A |Kecamatan Kota Tengah Tai A | Kecamatan Dulup 450,000 11 Kecamatan Bulango Utara 300.000 

S5 (Kecamatan Kota Barat - 5 Kecamatan Paguyaman 100, 000 12 (Kecamatan Bulango Ulu 300.000 

6 (Kecamatan Dungingi “| G Kecamatan Paguyaman Pantai 450.000 | 13 |Kecamatan Bulango Timur 250.000 

7 IKecamatan Sipatana Ta 8 . 7 Kecamatan Wonosari f 100, OO0 14 Kecamatan Bulango Solatan 250,000 

8 (Kecamatan Hulonthalangi | Mg — “7 ' Fa Tn Sean 0 akan —— 15 Kecamatan Tilongkabila ip” 250.000 | 

9 |Kecamatan Dumbo Raya Me Ne — Iv KABUPATEN POHUWATO MA 16 Kecamatan Tapa Dn 250, Ot yo | 

1 | Kecamatan Marisa (Ibukota Kabupaten) 650,000 17 (Kecamatan Kabila 250.000 

Bi KABUPATEN GORONTALO “1 2 |Kecamatan Popayato Barat 750,000 18 (Kecamatan Botupl oggs 250.000 

1 (Kecamatan Liinboto (Ibukota Kabupaten) 300, 9000 3 | Kecamatan Popayato 750,000 

2 (Kecamatan Batudaa Pantai 100, 900 4 Kecamatan Popayato Timur 750,000 VI KABUPATEN GORONTALO UTARA 

3 (Kecamatan Boliyohuto ' 100. 900 5 Kecamatan Lemito 750,000 1 IKecamatan Kwandang (Ibukota Kabupaten) 350.000 

FP 4 Kecamatan Aeparaga — 400, 9.900 | 6 | Kecamatan Wanggarasi —— 750.000 | 2 Kecamatan Tolinggula N ag — 650.000 

"TT S5 |Kecamatan Tolangohula — 100.000 | 7 (Kecamatan Randangan 0 700.000 | 3 Kecamatan Sumalata — 650.000 | 

6 (Kecamatan Bilato 1400, 900 8 | Kecamatan Taluditi 700,000 4 IKecamatan Sumalata Timur 650.000 

7 IKecamatan Tibawa 350,000 9 Kecamatan Patilanggio 650.000 S IKecamatan Biawu 650.000 

Kecamatan Pulubala 300.500 | 10 Kecamatan Buntulia 650.000 6 IKecamatan Gentuma Raya 400.000 

9 IKecamatan Liinboto Barat 300, 900 11 (Kecamatan Duhiadaa 650,000 7 IKecamatan Atinggola 400.000 

10 (Kecamatan Bongomeme 300, 000 12 | Kecamatan Dengilo 500.000 8 |Kecamatan Ponelo Kepulauan 500.000 

11 |Kecamatan Biluhu 350.000 | 13 Kecamatan Paguac 500.000 | 9 (Kecamatan Monano 350.000 

12 |Kecamatan Batudaa 300.500 | | 1O |Kecamatan Tomilito 350.000 

13 |Kecamatan Mootilango 400.900 v KABUPATEN BONE BOLANGO 11 |Kecamatan Anggrek 350.000 

14 Kecamatan Tilango 300.000 1 Kecamatan Suwawa (Ibukota Kabupaten) 300.000 

15 |Kecamatan Tabongo 300.000 2 |Kecamatan Pinogu 1. 100.000 Nariraranar im ma mann N 

16 (Kecamatan Dungaliyo 300.900 3 Kecamatan Suwawa Timur 400.000 Ditandatangani secara elektronik oleh : 

17 |Kecamatan Telaga 200.000 4 (Kecamatan Bulawa 400.000 

18 (Kecamatan Telaga Jaya 200.900 | S (Kecamatan Bone Pantai 400.000 | Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP 

19 |Kecamatan Telaga Biru — 200.900 6 | Kegmamatan Bone Raya 400.000 | 

Catatan:               

  
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. 
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan ARCode yang terdapat pada dokumen ini  



LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 
NOMOR : 
TANGGAL 
TENTANG 

      

Provimmi 
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13 TAHUN 2022 

14 Maret 2022 

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI 

TARIF AKOMODASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH 
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Koaalirmeara tera Vergati Draryg/l Iaari n NX. DOL OOC, OO 31 3PA . OOO,O0 I.. 1 6O.OOO,00 | SSD. OOO,OO 9GP. GO ,O0 

Kalimantan Selatan Drang/ Hari AZ OZ 000,00 3.BAS.OOO,0O0 1. SOO.OOO,00 SAO.OOO,OO SA. GOO,OO 
Keaalirmerra terra “Dirratat” basa Drarg/ Hari AN. GOD III, GO 2.188.000, 0OO0 1, SOT7T .OOO , OO SOA GO, OO SOON. GO, 00 

Kalirnartearn UJtara Dranmng/ Hari AO OO AMNI , GO 2.188.000, 00 1. SOT .OOO0, 00 SOA. OOO, OO SOON. OOO,00 

2S Sulawesi Utara Drarng/ Hari AAL DI. OOOI, OO 2.2D0O.0O00,00 PAN .OOO , 00 7 382.000, 90 7 82.000 ,0O0 

2G Sorortaalo Drang/ Hari ALI GS. OOO,OO0 2. SAAD. OOO,0OO0 1.ASL .OOO, 00 FT SA. GO 0, OO0 Z GA. OOO0, 00 

27 Sulawesi Barat Drang/ Hari AL OF SB -OOJI, OO 2.581 .000,00 1.O”S.000 ,0O0 Z OA. GOO , 90 Z2 DA. 900,00 

23 Sulawesi Selatar Drarng/ Hari A. S.S LO. 00, OO 1. SSO.OO00,00 1. 020. 000,00 7 32. 000,90 7 32. 000,00 

2S Sulawesi Tengah DLDrang/ Hari 2.309 .000O,00 2.027 .O0OO0O,0OO0 1. SGT7 .OOO , 00 SSL. OOO, OO G3SA .OOO,00 

3Oo Sulawesi Tenggara Drang/ Hari L.AFS.OOO,0O0 2. 0SD9. OOO0,OO0 1. R2OIT7 .OOO0, 00 Z7 SG. OOO,OO0 Z7 8G. OOO ,OO0 

31 M alta kta Drang/ Hari BLAST7 -OOO, 90 SB. LRAO .OOO , OO 1.013.000, 00 SST7 -.OOO , OO GS OT7 .OOO, 00 

32 Malriiktu 'Jtaaraa Dramg/ Hari SLAAO . OOO, 00 BLF 5S. OOO0,OO 1.073.000,00 SOO. OOO0,OO GS OO. GO ,OO0 

33 Papua Drang/ Hari 3.859. 000,90 3.318.000,O0O0 2. S1 .O0OO0 , 00 329.000, OO 38529. 000,00 

34 Papua Karat Drang/ Hari 3.872.000, 00 S.212.000,O0O0O 2.056 .OOO0 ,0O0 ZAS.OOO, 00 Z18. 000,00 
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LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 

NOMOR 1 13 TAHUN 2022 

TANGGAL : 14 Maret 2022 

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN 

PROVINSI GORONTALO (BERUBAH) 

TARIF AKOMODAS! PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

No Uraian Jabatan Jumlah (Rp) 

1 (Gubernur dan Wakil Gubernur 4.168.000 

2 Pimpinan DPRD/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya 3.500.000 

3 |Anggota DPRD / Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten) 2.549.000 

4 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 2.000.000 

5 (Non Struktural Gol. IVc / keatas 800.000 

6 Eselon III /Gol. IVa dan Gol. IVb serta Unsur Lamnya 150.000 

7 (Eselon IV /Non Struktural Gol. Hc dan Gol. IHId 600.000 

8 |Non Struktural Gol. I, II, Ta dan III b 500.000         
  

NGUBERNUR GORONTALO, £ 
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